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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI GOWA,

a. bahwa berdasarkan Pasal 127

huruf e Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka
Retribusi Tempat Khusus Parkir
merupakan jenis Retribusi Daerah;

bahwa untuk memungut Retribusi
sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, maka perlu
membentuk  Peraturan Daerah
tentang Retribusi Tempat Khusus
Parlar.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun

1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat I
di Sulawesi (Lembaran Negara

]



Republik Indonesia Tahun 1939
Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844},

4, Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik

_Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5049),

. Undang-Undang Nomeor 22 Tahun
2000 ientang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5023);

. Undeng-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

_Peraturan Pemerintali Nomor 55
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerzh (Lembarais
Negara Republik Indonesia Tahun
3005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4573};

. Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Frovinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara
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10.

11.

Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara KRepublik Indonesia Tahun
2010 Nomeor 119);

Peraturan Daerah KabupatenGowa
Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemenntahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Gowa (Lermnbaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2608 Nomaor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HABUPATEN GOWA

Menetapkan :

gdan
BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH hAhASUPATEN
GOWA TENTANSG RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksua dengan:

L
2.

o &

O 00

10,

Daerah adalah Kabupaten Gowa,

Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta
Perangkat Daereh sebagai unsur penyelénggaraan
pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa,

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Gowa
sebagai wunsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

Bupati adalah Bupati Gowa;

. Pejabai adalah Pegawai yang diberi fugas tertentu

di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlak;

. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Gowa;

 Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-

Undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten
Gowa dengan persetijuan bersama Bupati Gowa;

. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gowa;
. Retribusi Daeran, yang selanjutnya disebut

Retribusi adalah pungutan daeran sebagai
pembayaran atas jasa atau pembenan iZin
tertentu yang khusus disediakan dan/aiau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang Pribadi atau Badan;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
vang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroarn Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainya, Baden Usaha Milik
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11.

12

13.

14,

15.

16.

Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Perselcutuan, Perbkumpulan, Yayasan, Organisasi
Massa, Organisasi Sosial Poelitik, atau Organisasi
lainya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya
termasuk Kontrak I[nvestasi Kolektif dan bentuk
Usaha Tetap;

Jasa adalah kegiatan Pemeriniah Daerah berupa
uszha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan,

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan olzh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atan badan
yang menurut Peraturan Perundang-undangan
Retribusi divrajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi termasuk pemungut atau
pemotong retribusi rertentu;

Masa Retnibusi adalah suatu jangka wakiu
tertentu yang merupakan batas wakitu bagi Wajib
Retribust untuk memanfaatkan jasa dan penzinan
tertentu darnn  Pemerintah  Dacrah  yang
bersangkutan;

Surat Setoran Retribusi Daerah. yang selanjutinya
disingkat SSRD, adalah bukti pembavaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dAdilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat
pembayaran yeng ditunjuk oleh Bupati;
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
Retribusi, penentuan besarnya retmbus: yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi



L7.

18.

19,

kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyctorannya,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang
selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang terutang,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapsn retribusi yang menentukan jumlsh
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi
yang ternitang seharusnya tidak terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang sclanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi danjatau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda,;

. Pemeriksaan  adalah  serangkalan  kegiatan

menghimpun dan mengelah data, keterangan,
dan/atau bukt yang dilaksanakan secara objekfif
dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk mengujl kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk
tuinan lain dalam rangka melaksanakan
Ketertuan Peraturan Perundang-undangar
Retribust Daersh;

. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribust

Daerah adalah serangkalan tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari scrta
mengumpulkan bukti yang dengan bukii itu
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah yang terjadi serta  menemukan
tersangkanya.




BAB 11
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Passl 2

Dengan Nama Reiribusi Tempat Khusus Parkir
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa
pelayanan Tempat Khusus Parkir,

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah

(2)

(1)

(2)

pelayanan tcmpat khusus parkir yang
disediakan, dimiliki, dan/jatau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari Objekx Rstribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat
parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola olek Femerintah, BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah
orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan
pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah
orang Pribadi atau Badan yang menurut
Letentuan Peraturan Perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
Tempat Khusus Farkir.
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BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retrnibusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Usaha

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan
Irckuensi dan jangka wakti pemakaian fasilitas
Tempat Khusus Parlir.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya
tarif Refribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuantungan yang
layak,

(2) Keuntungan yang iayak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah keuntungan vaneg diperoleh
apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan
secara efisien dan beriorentasi pada harga pasar.

HBAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIEBUEI
Pasal 8 ‘

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus
Parkir ditetapkan sebagai berikut;

it. Kendaraan Roda Empat Rp. 2.000,-

. Kzndaraan Roda Dua Ep. 1.000,-
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Pzsnl 9

(1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2} Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penctapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (Z]) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BARB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Tempat Khusus
Parkir adalah di Kabupaten Gowa.

BARB VIII
MASA RETRIBUSI
Pasal 11

Masa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jangka
waktu yang lamanya 1 {satu) hari.

Paarl 12

Saal terutangnya Retribusi Tempat Khusus Parkir
ddaiah pada saal diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN
= Pasa: 13

(1) Pemungutan Retribusi dilarang diborengkan.

1



(2)
(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(4)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau deokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain vang dipersamakan sebagaimana
dimzksud pada ayat (2] dapat berupa karcis,
kupon, dan kartu langganan.

BAB X
PEMANFAATAN

Pasal 14

Pemanfaatan dar penerimaan Retribusi
diutamakan wuntuk mendanai kegiatan yang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
Tempat Khusus Parkir,

Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk menutupi biaya administrasi, biaya
penyedizan fasilitas, biaya transportasi dalain
rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB X1

INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasai 15

Instansi yang melaksanakan  pemungutan
Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
peiicapaian kinerja.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada
avat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati sesual dengan
Peraturan Perundang-undangari.
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BAE XTI
KEBERATAN

rasal 16

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan
Keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan.

() Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang
jelas,

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka wakti
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD
diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena X%eadaan di luar
kekuasaannya.

4) Keadaan di luar kekuasaannys sebagzimana
dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan
yvang terjadi di luar kehendek atau kekuasaan
Wajib Retribusi,

(0) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan
Rztribusi.

Passal 17

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama & (enam)
bulan sgjak tanggal Surat Keberatan direrima
harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalal untuk memberikan kepastian hukum bagi



(3)

(4)

(1)

(2)

Wajib Retribusi, bahwa keberatan vang diajukan
harus diberi keputusan oleh Bupati,

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
menerima selurghnya, atau sebagian, menolak,
atau  menambah besarnya Retribusi yang
ferutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah lewat den Bupati tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal iB8

Jika pengajuan keberatan dikabuikan sebugian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan untuk
paling iama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII1
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEM3BAYARAN

Pasal 16

Ates kelebinan pembayaran Reroribusii W ajib
Retribusi  dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupat,

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian  kelebiban pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.
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(3)

(4)

19)

16)

(7)

(1}

Apahila jangka waktl sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu} bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempuriyal utang
Retribusi lainnva, kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu lama 2 {dua) bulan sejalk
diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran
Petribusi dilakukan setelah lewat jangka waklu
2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalain bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Tata cara pengembalian kclebihan pembayamin
Reiribusi sebagaimana dimaksud pada 2yat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Permohonan perigembalian kelebihan
pembayaran reiribusi diajukan secara tertulis
kepada Bupati dengan sekurang-kurangnyi
menyebutkan:

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. masa retribust;

c. besarnya kelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas.
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(4) Permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran  retribusi  disampaitkan  secara
langsung atau melalul pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bulti
pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat
permohoeonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi
diperhitungkan dengan utang retribusi lainya,
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan
dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai
bukii pembayaran.

BAB X1V

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo
peinbayaran  dan  penyetoran  Retiibusi  yang
terutany paling lJama 1 (satu ) bulan setelah saat
terutangnya retribusi,

() Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah
memenuhl  persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi
untuk mengangsur atau menunda pembayaran
Retribusi  dengan dikenakan bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan.
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(3) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan
penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pagal 23

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah
atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati s¢ sl
walktu yang ditentukan.

(2) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secars
lunas /tunai.

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempal
lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi
harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnyn
1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditencugan
oleh Bupati.

(4) Pembayarain Retribusi sebagaimana dimaksucl
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunaken SSRD.

BAE X\V1
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI
Pagal 24
Bupati dapat menerbitkean STRD jika:
a. retribusi tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan fatau
salah bitung;

¢. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrafil
berupa bunga dan/atau denda;
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(<)

()

()

Tata cara penagihan retribusi diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

Hak wuntux melakukan penagihan Retribusi
menjadi kedaluwarsa setelah melampau waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat ierutangnya
Retnbusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan
lindak pidana di bidang Retribusi.
keédaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib
Retribusi, baik langsung maupun tidak
langsung.
Dalam  hal  diterbitkan Surat Teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
(literimanya Surat Teguran tersebut.
Pengakuan utang Retribusi secara  langsung
schagaimana dimaksud pada avat (2) huruf b
idalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
tan  belum melunasinya kepada Pemerintah
Dagrah.,
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diketahui dar pengajuan permohonan
angsuran  atau penundazn  pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi,
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(1)

(2)

BAB XVIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 26

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dibapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan penghapusan
Diutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang

sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAE XIX
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 27

(1) Keringanan dan pengurangan retribusi terutanpg

(2)

(3)

diberikan berdasarkan pertimbarngan
kemampuan membeayar Wajib Retribusi.
Pembebasan Retribusi dan/atau sanksl
adminictratil berupa bunga diberikan kepada
Wajib Retribusi dengan melihat fungsi Objek
Retribusi,

Tata cara pemberian keringanan, pengurangar,
pembebasan dan/atau sanksinya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.
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(1)

(<l

(4

3AB XX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tdak
membayar tepat pada wakbunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sctiap
bilan dari Retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunekan STRD,

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat
Teguran.

BAB XXI
PENYIDIXAN

Pasal 29

Pcojabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
dilingkungan Pemerintah Daerah diben wewenang
khusus sebagai penyidik untuk  melakukan
penyidikan  tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana dimaxsud wada ayat (1)
adalsh Pcjabat Pegawali Negeri Sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
nleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
Ketentuian Peraturan Perundang-undangan.
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaarn
dengan tindak pidana di bidarg Retribusi

1%




3.
k

Daerah agar keterangan atau laporan tersebul
menjadi lengkap dan jelas;

. menelitli, mencari dan mengumpulkan

keterangan mengenai orang Pribadi  atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan  sehubungan  tindak  pidana
Retribusi Daerah tersebut;

. meminta keterangan dan bahan bukti orang

pribadi atau Badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Dacrah;

melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain, serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bulkti
tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang Retrnbusi Daerah;

menyuruh  berlienti, dan/atau melarang
scseorang meninggalkan ruangan atau tempal
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, dan
atau dokumen yang dibawa,

. memotret sesecrang vang berkaitan rengan

tindak pidana di bidang Retnbusi Daerah;
memanggil orang untuk didengar
keterangannya  dan chperiksa scbagai
tersangka atau saksi:
menghentixan penyidikan; dan/atau

.melakukan tindakan lain yang peilu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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(1)} Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membentahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan  hasil  penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalul Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
kKetentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana,

BAE XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Wajib  Retribusi vyang tidak melaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan Kcuangan Daerah
dinneam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atail piagana denda paling banyalk 3 (tiga) xali jumlah
Retribusi teritang vang tidak atau kurang bayar.

BAE XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hul yang belum cdiatur dalam Peraiuran Daerah
ini, sepanjang mengenal pelaksanaannya EJ{ELII diatur
lebih lanjut dengan Peraiuran Bupati.

Pasal 32

Pidn saat Peraturan Daerah ini mulai berlaiou,
Feraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun
00 tentang Retnbusi Tempat Khusus Parkir
(hcabut dan dinyatakan tidak berlakuy,




Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
_-pada tanggal 5 Aprl 2012
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Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal S April 2012
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